Kode IN.26/SPMI/07/02/2018

Tanggal Revisi 15 Januari 2018

Tanggal Berlaku 7 Februari 2018
KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI Revisi Ke-1
IAIN BUKITTINGGI

Disahkan oleh Rektor

SOP KERJASAMA

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. 1.
2.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
1. Arsip
1. TUJUAN
SOP Pedoman Kerjasamakerjasama ini bertujuanuntuk:
1.1. Memberikanpanduan tentangPedomanKerjasamayangdilakukanolehlAIN
Bukittinggi denganstakeholder,userataupun pihakluarlnstitut Agama Islam Negeri
(IAIN) Bukittinggi
1.2. MemberikanpanduantentangprosedurPedomanKerjasamayangdilakukan olehlAIN

Buklittinggidengan stakeholder,userataupun pihakluarlAIN Bukittinggi

2. RUANGLINGKUP

2.1
2.2.
2.3.

Ketentuanpengelolaankerjasama
Prosedur pelaksanaankerjasama
Formatnaskahperjanjiankerjasama(MoU)

3. REFERENSI

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Undang-undangNo. 12tahun2012tentangPendidikanTinggi
PeraturanMenteriNegaraPendayagunaanAparaturNegaradanReformasiBirokrasiN
omor20Tahun2010tentangRoadMapReformasiBirokrasi2010-2014.

Peraturan MenteriNegaraPendayagunaanAparaturNegaradan Reformasi
BirokrasiNomor7 Tahun2011tentangPedomanPenyusunanDokumen
UsulanReformasi Birokrasi.

Peraturan MenteriNegaraPendayagunaanAparaturNegaradan Reformasi
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BirokrasiNomor12 Tahun2011ltentangPedomanPenataan TatalLaksana
(BusinessProcess).

3.5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
NomorPer/21/M.PAN/11/2008 tentangPenyusunanStandarOperasionalProsedur
(SOP)AdministrasiPemerintahanyangtelah diubahmenjadiPeraturan
MenpanNomor35tahun2012.

3.6. Keputusan Menteri Agama  Nomor 168 Tahun 2010 tentang
PedomanPenyusunanSOPdi Lingkungan Kementerian Agama.

3.7. PeraturanMenteriAgamaRINomorl3tahun2013tentangOrganisasidanTataKerja
IAIN Bukittinggi.

3.8. KeputusanMenteriAgamaRINoomor29 tahun 2008tentangStatutal AIN Bukittinggi.

3.9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 511/KMK.05/2009 tanggal
28Desember2009 tentangPenetapanlAIN Bukittinggipada
DepartemenAgamasebagai InstansiPemerintahyangMenerapkan
PengelolaanKeuangan BadanLayananUmum.

3.10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
PeraturanPemerintanNomor 17 Tahun2010tentang
PengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan;

3.11. PeraturanMenteriPendidikanNasionalRepublikindonesiaNomor 26 tahun 2007
tentang kerjasama Perguruan Tinggi di  Indonesia
denganPerguruanTinggiatauLembagalaindiluarnegeri;

DEFINISI

4.1. Kesepakatankerjasamaadalahkesepakatanantarapihakl AIN Bukittinggi
denganpihakmitratentanghakdankewajibankeduabelah pihakberkaitan
denganpendayagunaansumberdayamanusia,saranadan IAIN Bukittinggi
denganpihaklainbaikyangberadadidalamnegerimaupun diluarnegeri;

4.2. Unit/lembagaadalahsemuaunitkerja yangadadilingkunganlAIN  Bukittinggi
yangdiwakiliolehKepalaunit/lembagaatauPimpinanunit(Dekan/
Direktur/Kepala/Ketua)yangditunjuk;

4.3. Pelaksana kerjasama adalah Fakultas, Lembaga, Pusat, Unit PelaksanaTeknis,
tim, dan/atauindividuyangdisahkanolehRektor.

PENGGUNA

5.1. Pimpinaninstitut

5.2. PimpinanFakultas

5.3. Wakil Kepala Bagian Kerjasamadan Pengembangan Kelembagaan

KETENTUAN UMUM

6.1.

Prinsipumumkerjasama:

6.1.1. Kemitraankesetaraan,kebersamaandansalingmenguntungkan;

6.1.2. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap
pengambilankeputusandan;

6.1.3. Menghargaikeberadaan lembagadannilai-
nilaiyangdianutmasingmasingpihak.

6.1.4. Kejelasantujuandanhasilyangdiperolehdarikerjasama.

6.1.5. Salingmenghormati,membutuhkan,danmenguntungkan
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6.2.

6.3.

6.4.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.

Memilikipemahamankonsep,teoridanproses yangterkaitdengan
fokustemakerjasamasertaberpengalamandalamkerjasama.

Melibatkan para pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan
secaraproaktif

Dapatdipertanggungjawabkansecarainternaldaneksternal
Dilaksanakansecaraberkaladanberkelanjutan
Berbasisindikatorkinerja,efektif,danefisien

Bersifatkelembagaan

Memiliki nilai strategisbagi parapihak.

LingkupBidang Kerjasama

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Pendidikan

6.2.1.1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik, tenaga
kependidikan, danpesertadidik;

6.2.1.2. PengembanganKeilmuan

6.2.1.3. Pengembangan Kelembagaan pendidikan, sosial, dan
keagamaan;

6.2.1.4. Pengembangansaranadanprasaranapendidikan

6.2.1.5. Pengembangankurikulumdanpembelajaran

6.2.1.6. Pengelolaanpembiayaanpendidikan

Penelitian

6.2.2.1. Pengembangankeilmuan(murni danterapan)

6.2.2.2. Pengembanganmetodologiriset

6.2.2.3. Pengembangankapasitaspeneliti

6.2.2.4. Publikasi hasil penelitian

6.2.2.5. Pengembanganpengelolaanpenelitian

PengabdianMasyarakat

6.2.3.1. PengembanganMasyarakatdanpelayanansosial;

6.2.3.2. Pengembangan metode pemberdayaan masyarakat dan
keilmuan pengembangan masyarakat.

6.2.3.3. Publikasi hasil pengabdian masyarakat;

6.2.3.4. Pengembanganbisnisdankewirausahaan

JenisKerjasama

6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.

6.3.5.
6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

Penyediaantenagaahli,bahanpengajaran,fasilitaspendidikandan
keagamaan;

Penyelenggaraankerjasamadibidangakademik;
Penyelenggaraankerjasamadibidangpenelitiandanpengembangan ilmu;
Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian
danpemberdayaan masyarakat;

Penyelenggaraankerjasamadi bidangmanajemen;
Penyelenggaraankerjasama di bidang pengembangan sarana dan
prasarana;

Penguatan kapasitas sumberdaya manusia, baik dosen, tenaga
kependidikan, maupunmahasiswa,

Kerjasamalain yang belum tertuang dalampedomanini.

PengelolaKerjasama

6.4.1.

Rektor, memilikiwewenang:
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.1.1. MenandatanganiMoUyangtelahdisepakatibersama

6.4.1.2. MemberimandatuntukmelakukanMoUkepadapelaksana
kerjasamadalam hal-hal teknis.

6.4.1.3. Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada
pelaksanakerjasamayangrelevan;

6.4.1.4. Melindungihakprofesionalbagipelaksanakegiatan kerjasama;

WakilRektorBidangKemahasiswaandanKerjasama,memilikitugasdanwewe

nang:

6.4.2.1. Melakukan koordinasi, dan sinkronisasi dalam
lingkunganlAIN Bukitinggidaninstansilain;

6.4.2.2. Mengatur
prosesadministrasikerjasamayangdiusulkanolehFakultas,Lemba
ga,Pusat,UnitPelaksanaTeknis,tim,dan/atau
individudilingkunganlAIN Bukitinggi;

6.4.2.3. Merencanakan,mengembangkandanmelaksanakan
penjajagankegiatankerjasamadenganpihakmitra;

6.4.2.4. Mempelajari dan mengecek setiap pasal dalam draft MoU.

6.4.2.5. Mengkoordinasikanpengelolaandokumen danarsip
kerjasama.

Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan  Lembaga,

memilikitugasuntuk:

6.4.3.1. Melakukankegiatanpengadministrasianseluruhkerjasamalnstitut

6.4.3.2. Mengaturadminisrasimanajemenfeeyangdigunakanoleh
pihakluarlnstitut;

6.4.3.3. Memfasilitasi, menyiapkan dan
melaksanakanacarapenandatangananMoU;

6.4.3.4. Mengembangkandanmemeliharasisteminformasidan
administrasipelaksanaankerjasamaserta;

6.4.3.5. Melakukanmonitoring,evaluasi,danpelaporanadministrasipelaks
anaankerjasama.

PelaksanaProgramKerjasama,memilikitugasdantanggungjawab untuk:

6.4.4.1. Bertanggungjawab kepada Rektor terhadap
pelaksanaanprogram kerjasama;

6.4.4.2. Melakukankoordinasi  denganwakil  rektorbidangkerjasama
dankepalabagiankerjasama,;

6.4.4.3. Melaksanakanprogramsesuai kesepakatandenganpihak mitra.

6.4.4.4. Melaporkan setiap program kerjasama yang
diimplementasikan kepadaRektor,wakilrektorbidang
kerjasama,dankepalabagiankerjasama.

6.5. Mitra Kerjasama

6.5.1.
6.5.2.

6.5.3.
6.5.4.

6.5.5.
6.5.6.

LembagaPemerintahbaikditingkatpusatmaupundaerah;

Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta, baik
tingkatRegional,Nasional,maupuninternasional,
DuniausahadanindustriNasionalmaupuninternasional;
Lembagadonordalambidangpendidikan,penelitian,dan/atau
pemberdayaanmasyarakat;

Individuyangmemiliki komitmenbagi kemajuanpendidikandan masyarakat;

Organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional;Alumni
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dan; Lembaga lain yang terkait dengan pengembangan pendidikan.

6.6. PersyaratanCalonMitraKerja
Sebelum melakukan kerjasama perlu dilakukan analisis/penilaian
terhadapcalonmitrakerja.Analisismeliputihal-halsebagaiberikut:

6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
6.6.7.
6.6.8.
6.6.9.
6.6.10.
6.6.11.

Kejelasanstatushukumdaricalonmitra;

Calonmitramemilikirekam jejakyangbaik;

Nilaistrategisdaricalonmitra;
Dukunganmanajemenyanghandaldaricalonmitra;
Kesesuaiandalamaspirasi,tujuandanminatdaricalonmitra;
Kesesuaiandalamaspekbudayadaricalonmitra;
Ketersediaandankapabilitassumberdayadaricalonmitra;
Kesediaanmenangungresikosecarabersama;
Kesediaandankemudahanbertukardanberbagiinformasi;

Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
Menyepakatiakankeberadaanaturan,kebijakan. danukurandalam
pelaksanaankerjasama.

6.7. FormatNaskahPerjanjianKerjasama(MoU)

Format

naskah perjanjian kerjasama (MoU) setidak-tidaknya memuat

beberapaunsursebagaiberikut:

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.
6.7.5.

6.7.6.
6.7.7.

6.7.8.

6.7.9.

6.7.10.

Logo, yang berisi logo lembaga. Kolom pihak pertama berada
disebelahkiri,dankolompihakkeduaberadadisebelahkanan.

Judul  Naskah, adalah : Naskah kesepahaman/kesepakatan
atauMemorandumkesepahamanantara IAIN Bukitinggidanpihak mitrakerja;
Nama Lembagayang melakukan kesepahaman/kesepakatan(IAIN
Bukittinggi denganNamalLembagamitrakerja);

Nomor, adalah : Nomor naskah kesepahamanlAIN Bukittinggi

Pernyataan Kesepahaman/kesepakatan antara pihak yang
melakukan kerjasama,yangakanditindaklanjutioleh perjanjian-
perjanjiantersendiridanmerupakanbagianyangtidakterpisahkandari
naskahMoU:;

Ruanglingkupkegiatanyangakandilakukan;

Masa berlaku dari suatu kesepahaman/kesepakatan yang akan
dilaksanakan;

Keterangantentangjumlahnaskah kesepahaman/kesepakatanyang
dibuatrangkapdua,danmemilikikekuatanhukumyangsama;

Waktu dan tempat pelaksanaan penandatanganan  naskah
kesepahaman/kesepakatan;

Penutup, berisi kolom penandatanganan yang berisikan cantuman:
nama lembaga, tandatangan, nama pejabat dan jabatan. Kolom
tandatangan pihak pertama berada di sebelah
kanan,dankolompihakkeduaberadadi sebelahkiri.

7. PROSEDUR KEGIATAN
7.1. UraianProsedurKegiatan

7.1.1.

TahapPenjajakan
7.1.1.1. KoordinasikepadaKepalaBagian Kerjasama.
7.1.1.2. Koordinasi
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.1.3.
7.1.1.4.

7.1.1.5.

denganW akilRektorBidangKemahasiswaandanKerjasama.
Pembahasanmaterikerjasamadengancalonmitra.

Pembahasan rencana kerjasama dengan pejabat terkait (wakil
rektorbidangpendidikanatauwakil ~ rektorbidang administrasi
dankeuangan).

Menuju tahappengesahankerjasama.

TahapFormalisasi/Pengesahan

7.1.2.1.

7.1.2.2.

7.1.2.3.

7.1.2.4.

7.1.2.5.

7.1.2.6.

7.1.2.7.

7.1.2.8.

Substansi isi MoU harus dibicarakanterlebih  dahulu oleh
penggagas (Fakultas, Lembaga, Pusat, Unit Pelaksana
Teknis,tim,dan/atauindividu) dengan mitra kerja. Butir-butir
kesepakatanselanjutnya dibuatdalam drafMoui;

Draf MoU selanjutnya dikirimkan  kepadaKepalaBagian
Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan,dan
selanjutnyaditeruskan kepada KepalaBagianOrganisasi
Kepagawaian dan Hukum untuk dipelajari aspek hukumnya.
Masukan/hasil  koreksi dari Kepala Bagian Organisasi
KepagawaiandanHukumoleh KepalaBagianKerjasamadan
PengembanganKelembagaan dikirimkankembalikepada
penggagasuntukdikomunikasikan  ulangdengan  pihakmitra
kerja;

Jikadrafsudahdisepakatibersamaolehunitdan mitra kerja,
selanjutnyadikonsultasikan kepimpinanlinstitut,untuk
dipelajariulangperihal butir-butir/isidrafMoUdan/atau
perjanjiankerjasama.

Jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Kepala
BagianOrganisasiKepegawaiandanHukum;
Jikadisetujui,naskahMoU dicetakdanselanjutnya
dimintakanparafpejabat terkait;

NaskahMoU yangsudahdiparafoleh  pejabatterkait,
selanjutnyadisampaikankeRektor sebagai laporan;

MoU yang sudah mendapatkanpersetujuan,dibuat
rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai
untukditandatanganiolehRektor danpihakmitra kerjapada hari
pelaksanaan penandatanganan (Prosedurteknis
pelaksanaan penandatanganan MoU selengkapnya
lihatlampiran flowcart).

Tahap Implementasi

7.1.3.1.

7.1.3.2.

unitpelaksana  kerjasama melaksanakan kegiatansesuai
denganperjanjiankerjasamadan;
Membuatlaporansecaraberkalakegiatankerjasamakepadapimpi
nanlnstitut.

Monitoringdan Evaluasi

7.1.4.1.

7.1.4.2.

Pimpinan  Institut, Kepala Bagian Kerjasama dan
PengembanganKelembagaan,serta unitpelaksana
kerjasamadanmitrakerja melaksanakankegiatan  monitoring
danevaluasi.

Hasil monitoringdapatdijadikan bahanuntukmengevaluasi
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7.1.5.

apakahsuatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan,
diperbaikiatauhal-hallainnya.Evaluasi hasil kegiatan kerjasama
dilakukan oleh timevaluasiyangterdiri daripihak
pimpinaninstitut,mitrakerja, danunit terkait.

PengembanganProgramKerjasama

7.1.5.1.

7.1.5.2.

7.1.5.3.

Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan
kerjasamaberlangsung;
Analisiskemungkinanpengembangankerjasamauntuk  periode-
periodemendatang.

Pengembangankerjasama
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7.2.  BaganAlir/Flowchart ProsedurKegiatan

Tahap Inisiasi
Penjajakan Kerjasama
Y
Kabag. R Wakil
Kerjasama " Rektor I
Calon Mitra | Draft moU
Kerja "
e
Rektor l
\ Wakilrektor || Kabag. || Kabag.
/ 1 | Kerjasama Hukum
Wakil rektor \l
Penandatan : :
. Mitra Kerja
Rektor > ganan MoU — J
A\ 4
Pelaksana .| Penyusunan ] Pelaksana
dari IAIN Juknis dari Mitra
\ 4
Tahap Pelaksana
Implementasi — Program
\ 4
Warek Ill, Kabag . o
Tahap ’ T < Tim Monitoring
., ; »| Monitorin <
Monitoring |:> Kerjasama, Pelaksana > g Mitra
dan Evaluasi Program, tim monev
Warek lll, Kabag v
Kerjasama, tim moneyv, > Evaluasi <« Tim Evaluator
dan unit terkait Mitra
A 4

Tahap

Monitoring — Dilanjutkan/

dan Evaluasi Dihentikan

128



8. DOKUMEN/ARSIPTERKAIT
8.1. DokumenKerjasama
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